
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NO MOR   31  TAHU N 2025 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR  

NO MOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDO MAN UMU M SISTEM PENANGANAN 

PENGADUAN (WHIST LEBLO WING SYST EM ) DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa  dalam rangka memenuhi hak dan perlindungan 

pengadu dan informasi pengaduan masyarakat berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan  

perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Pedoman Umu m Sistem Penanganan Pengaduan  

(Whistleblowing  System )  di  Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan 

Pengaduan  (Whistleblowing  System )   di  Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banjar; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959  Nomor  72,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 1820);  

3. Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   1999   tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi   Publik   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Tahun 2008    Nomor    61,    Tambahan   Lembaran    Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846);  

5. Undang-Undang     Nomor     25     Tahun     2009     tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia 

Tahun     2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5038);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  

tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang  Nomor 2  Tahun 2022  tentang Cipta Kerja  tentang 

Cipta Kerja Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20 10 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357);  
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12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang 

Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   

2016   tentang Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi  Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  

Melayani  di Instansi Pemerintah (Berita  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2021  Nomor  1571)  sebagaimana  telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  

dan  Melayani  di Instansi Pemerintah (Berita  Negara  

Republik Indonesia  Tahun  2024  Nomor  444);   

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);  

17. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Banjar   Nomor 13   Tahun 

2016     tentang       Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat 

Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banjar  Tahun  2016 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan   Daerah   Kabupaten   Banjar   Nomor 2   

Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan   

Daerah Kabupaten   Banjar   Nomor 13   Tahun 2016  tentang       

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  

Daerah  Kabupaten  Banjar  Tahun  2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); 

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2021  tentang  

Pedoman Umum  Sistem Penanganan Pengaduan  

(Whistleblowing System ) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2021 Nomor 11); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI 

BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2021  TENTANG  PEDO MAN  UM U M 

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHIST LEBLOWING  

SYST EM )  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR. 

 
Pasal I  

 
Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 dalam Peraturan Bupati Banjar 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem 

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing  System )  di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2021 Nomor 11) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A 

yang berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 18A 

 

(1) Setiap aparatur sipil negara berkewajiban melaporkan 

pelanggaran yang terjadi pada instansinya dan kerahasiaan 

identitas dan aduan akan dilindungi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengadu yang berstatus aparatur sipil negara kariernya 

dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan. 

 

Pasal II  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.  

 
Ditetapkan di Martapura  

pada tanggal 22 September 2025 

BUPATI BANJAR,  

 

          Ttd 

 

SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura  

pada tanggal 22 September 2025  

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

Ttd 
 
 

                       IHWANSYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOM OR 32 

 


